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BUPATI BONE BOLANGO 

  

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR 2- TAHUN 2006 

TENTANG 

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN 

PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN 

KEPUTUSAN BUPATI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

BUPATI BONE BOLANGO, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, penyelenggaraan fungsi pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Daerah 

menerpitkan produk hukum Daerah, 

b. bahwa produk hukum Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, 

Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 

merupakan bagian dari tata naskah dinas sehingga perlu dilakukan 

penataan dan keserasian serta keselarasan bentuk dan diatur 

prosedur penyusunannya, 

c. bahwa untuk kesamaari pandang dan sebagai peuoman tata cara 

pada setia» pengajuan dan pembahasan serta penerbitan produk 

hukum Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati: 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan 

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 

Bolango: 

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060) : 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Z003 tentang Pernbentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi



3. Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20053 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4269) , 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangari (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389) : 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengari Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

38, Tarabahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 4493) 

yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) : 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuargan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

7. Peratuarn Menteri Dalam Negeri Nomcr 16 Tahun 2006 tentang 

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA 

PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN 

DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

BAB | 

KETENTUAN UMUM 

Fasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Otonom adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango, 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 

3. Bupati adalah Bupati Bone Bo'ango,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ssranjutnya disebut DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Bone Bolango: 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bo.ango, 

Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian 

dan Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango: 

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah produk hukum 

daerah yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur 

urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan 

kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi aan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan 

Pemerintah Daerah, yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 

Peraturan Bupati adalah produk hukurn daerah yang dibuat dan ditetapkan 

untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undargan yang lebih tinggi 

atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat mengatur: | 

Keputusan Bupati adalah produk hukum daerah yang dibuat dan ditetapkan 

untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi 

atau mengadakan kebijaksanaari baru dan bersifat penetapan: 

BAB II 

PENYUSUNAN DAN BENTUK PERDA. 

Bagian Kesatu 
Penyusunan dan Pengajuan Perda 

Pasal 2 

(1) Penyusunan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Pimpinan 

Unit Kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan 

dengan memperhatikan apsirasi dari masyarakat dan sebagai 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebiri tinggi. 

(2) Dalam melakuxran penyusunan Perda Pimpinan Unit Kerja membentuk 

Tim yang terdir, dari unsur dinas dan dapat melibatkan unsur terkait. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyusunan 

naskah rancangan perda dan naskah kajian yang dituangkan dalam 

bentuk naskah akademik. 

(4) Naskah rancangan Perda dan naskah akademik sekurang-kurangnya 

memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis seita landasan pemikiran 

lainnya yang berkaitan. 

Pasal 3 

(1) Naskah raricangan Perda dan naskah akademik yang telah disusun 

diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Bupati untuk selanjutnya 

dilakukan kajian bersama melalui proses presentasi mengenai konsepsi 

pengaturan yang meliputi:



Aa 
0 
0
 p 

e. 

Dasar-dasar yuridis 

latar belakang dan tujuan penyusunan: 

sasaran yang ingin diwujudkan, 

pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur,dan 

jangkauan dan aran pengaturan. 

(2) Naskah rancangan Perda yang telah dipresentasikan dan disetujui untuk 

diproses larijut disampaikan kepala unit kerja kepada Sekretaris Daerah 

cg Bagian Hukurn dan Organisasi dengan dilampiri dasar-dasar 

yuridisnya. 

Bagian Kedua 
Bentuk Perda 

Pasal 4 

(1) Bentuk Perda terdiri atas : 

a. 

b. 

Cc. 

d. 

Kepala Perda, 

Pembukaan Perda: 

Isi Perda, 

Bagian akfkir Perda, 

(2) Kepala Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terdiri 

atas : 

a. 

b. 

Cc. 

Tulisan “PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO": 

Nomor “dan Tahun: 

Judul atau nomenklatur Perda dalam huruf kapital. 

(3) Pembukaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas: 

0 
Aa 

0 
» 

» Tulisan “ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" : 

Tulisan “BUPATI BONE BOLANGO" (dalam huruf kapital): 

Konsiderans Menimbang dan Mengingat: 

Dengan Persetjuan Bersama DPRD) Kabupaten Bone Bolango: 

Judul/Nomenkiatur Perda. 

(4) Isi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. Bab-bab yang selanjutnva dapat dibagi menjadi Bagian-hagian..dan 

Bagian dapat dibagi dalam paragraf: 

Pasal-pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat, huruf-huruf dan/atau 

angka-angka: 

(5) Bagian aknir Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri 

atas : 

a. 

0 
0
»
 &
 

Ditetapkan di Suwawa, 

Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, 

Tulisan “BUPATI BONE BOLANGO" (dalam huruf kapital): 

Tanda tangan Bupati Bone Bolango, 

Nama jelas Buvati Bone Bolango dalam huruf kapital dan tanpa gelar:



f. Stempel Jabatan Bupati Bone Bolango, 

Diundangkan di Suwawa, 

5 
o 

Tanggal, bular. dan tahun pengundangan, 

Tulisan “SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

j. Tanda tangan Sekretaris Daerah KABUPATEN BONE BOLANGO, 

k. Nama jelas Sekretaris Daerah dalam huruf kapital dan dilengkapi 

dengan gelar: 

I. Pengundangan dalam Lembaran daerah yang dilengkapi dengan 

nomor, tahun dan seri. 

(6) Perda dibuat dengan Lambang Daerah dengan bentuk sebagaimana 

pada Lampiran | Peraturan ini: 

BAB III 

PROSES PENGKAJVIAN DAN PEMBAHASAN PERDA 

Pasal 5 

(1) Naskah Rancangan Perda yang telah disetujui untuk diproses lanjut, 

dilakukan preses pengkajian dan pernbahasan oleh Bagian Hukum dan 

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

(2) Proses pennkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah terhadap bentuk, konsideran, redaksi dan muatan materi, 

kesesuaian hirarki serta sinkronisasi dengan peraturan perundangan 

lainnya. 

(3) Hasil proses penakajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dituangkan menjadi Rancangan Perda (perbaikan) 

Pasal 6 

(1) Naskah rancangan Perda (perbaikan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 

5 dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut oleh internal 

pemerintah daerah dan dapat melibatkan unsur terkait lainnya. 

(2) Untuk rancangan Perda tertentu sebelura disampaikan ke DPRD dapat 

dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

(3) Perbaikan naskan rancangan Perda dapat dilakukan berdasarkan hasii 

sosialisasi kepada masyarakat. 

BAB IV 

PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN KE DPRD 

Pasal 7 

(1) Pengajuan rancangan Perda yang telah dilakukan pengkajian dan. 

pembahasan oleh internal pemerintah daerah dan atau sosialisasi 

disampaikan Bupati kepada Pimpinan DPRD melalui Berita Daerah. 

(2) Pembahasan rancangan Perda selanjutnya dilaksanakan sesuai 

mekanisme dan tata teitib DPRD.



BAB V 

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERDA 

Pasal 8 

(1) Rancangan Perda ditetapkan menjadi Perda setelah mendapatkan 

persetujuan bersama DPRD dan dilakukan penandatanganan oleh Bupati. 

(2) Perda sebagairnaria dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditandatangani 

oleh Sekretaris Daerah untuk pengundangannya pada Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

(3) Otentikasi Perda cilakukan oieh kepala Bagian Hukum dan Organisasi. 

(4) Perda hanya dapat didistribusikan/disebarluaskan setelah penetapan dan 

pengundancannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

BAB VI 

PENYUSUNAN DAN BENTUK PERATURAN BUPATI 

Bagian Kesatu 
Penyusunan Peraturan Bupati 

Pasal 9 

(1) Penyusunan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pemerintan daerah melalui 

Pimpinan 'Vnit Kerja sebagai pelaksanaan Perda atau untuk 

melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

kebijaksanaan baru yang bersifat mengatur. 

(2) Penyusunan Peraturan Bupati pelaksanaan Perda dilakukan oleh Tim 

penyusun Perda yang telah dibentuk oleh Pimpir.an Unit Kerja. 

(3) Penyusunan Peraturan Bupati untuk melaksanakan ketentuan perundang- 

undangan yang lebih tinggi atau kebijaksanaan baru yang bersifat 

mengatur dilakukan oleh unit kerja dengan mengkaji dasar yuridis dan 

aspek manfaatnya.:. 

Pasal 10 

(1) Naskah rancangan Peraturan Bupati pelaksanaan Perda yang telah 

disusun diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

(2) Naskah rancangan Peraturan Bupati untuk melaksanakan ketentuan 

perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijaksanaan baru yang 

bersifat mengatur disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

bersamaan dengan telaahan dari di dukung/dilampiri dasar-dasar 

pertimbangan yuridisnya. 

(3) Naskah rancangan Peraturan Bupati yang telah disetujui untuk diproses 

lanjut disampaikan ke Bagian Hukum dan Organisasi untuk dilakukan 

pengkajian, pembahasan, pengajuan penetapannya dan 

pengundangannya.



Bagian Kedua 
Bentuk Peraturan Bupati 

Pasal 11 

(1) Bentuk Peraturan Bupati terdiri atas : 

a. 

b. 

Cc. 

d. 

Kepala Peraturan Bupati: 

Pembukaan Peraturan Bupati, 

Isi Peraturan Bupati, 

Bagian Akhir Peraturan Bupati: 

(2) Kepala Peraturan Bupati sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf a 

adalah terdiri atas : 

a. Tulisan “PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO”': 

b. Nomor dan Tahun: 

c. Judul atau nomenrlatur Peraturan Bupati dalam huruf kapital. 

(3) Pembukaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri atas : 

a. Tulisan “ BUPATI BONE BOLANGO" 5 

b. Konsiderans Menimbang dan Mengingat: 

C. MEMUTUSKAN, 

d. Menetapkan judul yang ditulis dengan Huruf Kapital. 

(4) Isi Peraturan Bupati sebagaimana diriaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 

atas: 

a. Bab-bab yanz selaniutnya dapat dibagi menjadi Bagian-bagian dan 

Bagian dapat dibagi dalam paragraf, 

Pasal-pasal dan dapat dibagi menjadi ayat-avat, huruf-huruf dan/atau 

angka-angka, 

(5) Bagian akhir Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d terdiri atas : 

a. 

0
 

2
0
 

vc 
sz 
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Ditetapkan di Suwawa: 

Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, 

Tulisan “BUPATI BONE BOLANGO' , 

Tanda tangan BUPATINWAKIL BUPATI: 

Nama jelas Bupati/Wakil Bupati dalam huruf kapital dan tanpa gelar, 

Stempel Jabatan Bupati Bone Bolango: 

Diundangkan di Suwawa, 

Tanggal, bulan dan tahun pengundangan: 

Tulisan “SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO: 

Tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, 

Nama jelas Sekretaris Daerah dalam huruf kapital dan dilengkapi 

dengan gelar: 

Pengundangan dalam Lembaran daerah yang dilengkapi dengan 

nomor, tahun dan seri :



(6) Peraturan Bupati. dibuat dengan menggunakan Kop naskah dinas Bupati 

dengan larabang negara (garuda) wara hitam sebagaimana pada 

Lampiran II Peraturan ini. 

BAB VII 

PROSES PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI 

Pasal 12 

(1) Terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah disetujui untuk 

diproses lanjut dilakukan proses pengkajian dan pembahasan oleh Bagian 

Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

(2) Proses pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah terhadap bentuk dan redaksi Peraturan Bupati, sinkronisasi 

dengan materi niuatan Perda atau peraturan perundang-undangan 

lainnya 

(3) Konsep naskah rancangan Peraturan Bupati yang telah dikaji dan dibahas 

disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk ditandatangani. 

(4) Proses pengajuan Konsep naskah Peratuiran Bupati kepada Bupati/Wakil 

Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan pembubuhan paraf koordinasi 

secara berjenjang. 

BAB VIII 

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN BUPATI 

Pasal 13 

(1) Naskah Peraturan Bupati yang telah ditandatangani oleh Bupati/Wakil 

Bupati dilakukan tanggal penetapan dan penomoran melalui Bagian 

Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya 

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk pengundangannya pada 

Lembaran Daerah! Kabupaten Bone Bolango. 

(3) Peraturan Bupati hanya dapat didistribusikan/disebarluaskan setelah 

melalui proses penetapan dan pengundangan. 

(4) Keabsahan salinan Peraturan Bupati yang ditandatangani oleh 

Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang 

diberi wewenang.



BAB IX 

PENYUSUNAN DAN BENTUK KEPUTUSAN BUPATI 

Bagian Kesatu 
Penyusunan Keputusan Bupati 

Pasal 14 

(1) Penyusunan Keputusan Bupati dilakukan o'eh Pemerintah daerah melalui 

Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan retentuan perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau kebijaksanaan baru yang bersifat penetapan. 

(2) Naskah rancangan Keputusan Bupati diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah bersamaan dengan telaahan 

dan dasar-dasar pertimbangan yuridisnya. 

(3) Naskah rancangan Keputusan Bupati yang telah disetujui untuk diproses 

lanjut disampaikan ke Bagian Hukum dan Organisasi untuk dilakukan 

pengkajian, pembahasan dan pergajuan penetapannya. 

Bagian Kedua 
Bentuk Keputusan Bupati 

Pasa' 15 

(1) Bentuk Keputusan Bupati terdiri atas : 

a. Kepala Peraturan Bupati, 

b. Pembukaan Keputusan Bupati: 

c. Isi Keputusan Bupati, 

d. Bagian Akhir Keputusan Bupati. 

(2) Kepala Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

adalah terdiri atas : 

a. Tulisan “KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO?': 

b. Nomor dan Tahun. 

c. Judul atau riomenklatur Peraturan Bupati dalam huruf kapital. 

(3) Pembukaan Keputusan Zupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri atas : 

a. Tulisan " BUPATI BONE BOLANGO' : 

b. Konsiderans Menimbang dan Mengingat: 

c. Konsiderans memperhatikan (kalau ada). 

(4) Isi Keputusan Bupati sebaga'rnana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 

atas: 

a. MEMUTUSKAN : 

b. Diktum KESATU, disesuaikan dengan Judul/Nomenklatur Keputusan, 

c. KEDUA, KETIGA dan seterusnya.



(5) Bagian akhir Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d terdiri atas : 

Ditetapkan di Suwawa, 

Tanggal, bulan dan Tahun : 

Nama jabatan 

Tanda Tangan Pejavat : 
0 
0
»
 

&
 
» 

Nama Jelas: 

f. Stempel Jabatan. 

(6) Keputusan Bupati yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati menggunakan 

Kop naskan dinas Bupati dengan lambang negara (garuda) warna hitam 

sebagaimana pada Lampiran !II Peraturan ini. 

(7) Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah an. Bupati 

Bone Bolango menggunakari Kop naskah perangkat daerah (lambang 

daerah) sebagaimana pada Lampiran IV Peraturan ini. 

BAB X 

PROSES PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN KEPUTUSAN BUPATI 

Pasal 16 

(1) Naskah Rancangan Keputusan Bupati yang telah disetujui untuk diproses 

lanjut dilakukan proses pengkajian dan pembahasan oleh Bagian Hukum 

dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

(2) Proses pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah terhadap bentuk dan redaksi Peraturan Bupati, sinkronisasi 

dengan materi muatan Perda atau peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

(3) Konsep naskah rancangan Keputusan Bupati yang telah dikaji dan 

dibahas disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah 

untuk ditandatangani. 

(4) Proses pengajuan Konsep naskah Keputusan Bupati kepada Bupati/Wakil 

Bupati atau Sekretaris Daerah derigan pembubuhan paraf koordinasi 

secara berjenjang. 

BAB XI! 

PENETAPAN KEPUTUSAN BUPATI 

Pasal 17 

(1) Naskah Keputusan Bupati yang telah ditandatangani oleh Bupati/ Wakil 

Bupati atau Sekretaris Daerah dilakukan tanggal penetapan dan 

penomoran melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

(2) Keputusan Bupati hanya dapat didistribusikan / disebarluaskan setelah 

melalui proses penstapan dan penomoran.



(3) Keabsahan salinan Keputusari Bupati yang ditandatangani oleh 
Bupati/wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang 
diberi wewenang. 

BAB XII 

PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bone Bojango 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal, 24 Nopember 2006 

BUPATI BONE BOLANGO, 

L 
— 

ISMET MILE 

Diundangkan di Suwawa 

pada tanggal, 24 Nopember 2006 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SONE BOLANGO, 

MA 
ane 

KARIM PATEDA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPAT! BONE BOLANGO 

NOMOR 5) TAHUN 2006 

TANGGAL: TE 2006 

TENTANG: TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN 

DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

      

A. CONTOH 1. BENTUK PERATURAN PERATURAN DAERAH DENGAN LAMBANG 

DAERAH 

B. CONTOH 2. BENTUK PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH 

DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM 

C. CONTOH 3. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH 

DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM YANG 

DITANDA TANGANI OLEH BIJFATI 

D. CONTOH 4. BENTUK KEPLITUSAN BUPATI BONE BOLANSO DENGAN KOP NASKAH 

DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM YANG 

DITANDA TANGAN! WAKII. BUPATI 

E. CONTOH 5. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI DENGAN KOP NASKAh PERANGKAT 

DAERAH (LAMBANG DAERAH) YANG DITANDA TANGANI SEKRETARIS 

DAERAH 

BUPATI BONE BOLANGO, 

AL ——— 
4 

A 
ae”, 

ISMET MILE 

 



CONTOH 1. BENTUK PERATURAN DAERAH DENGAN LAMBANG DAERAH 

  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR TAHUN... 

TENTANG 

(JUDUL / NOMENKLATUR MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

Menimbang a. bahwa...........: 

bahwa ...... 

Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Mmmmmmm Mmmmmmm Mmmmmmmmmm (mengulang 

judul/nomenklatur) : 

Mengingat 11. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang: wa 

Menanananananananna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... 

Nomor ....,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2. Undang-Undang Nomor ..... Tahun .... tentang Jo. 

Keusaansanegss (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....Nomor ..., 

Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...): 

3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ..... tentang 

meamu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... 

Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

anna 3 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun .... 

tentang .................. ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Tahun .... Nomor...... Seri...... )



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG 

asas uu aa (JUDUL / 

NOMENKLATUR) 

BAB | 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daeran ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimanz dimaksud dalam undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai urisur 

penyelenggara pernerintah daerah. 

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

5) onrwon r0x “dst 

BAB II 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

Pasal 2 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKMMMMMMM 

mmMmMmMm, 

BAB 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

(1) MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMMMM 

mmmmmMmMMMMMMMMMMMMM. 

(2) saran nnnnnnanann Dst : 

BAB .. 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

Pasal .. 

(1) MMMMMMMMMTIMMMMAMMA MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTM 

mmmmmmmmmnimmmmm,



(2) MMmmMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMAMMMMMMMMMAMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMIN : 

a. MmmmmmmmmmmmMmMMMMMMMMMMMMMMM 

(3) MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMAMMMMMAM : 

a. MMMMMMMMMMMMOMMMMMMMMAMMMMMMMM, 

b. MMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMM 

MmMmMMMMMM: 

1. MMOMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

mmmmmm, 

BAB .. 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

Bagian Pertama 
MmmmmmmmmmmmMm MmmmmmmMmMmMMMM 

Pasal. 

(1) MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

mmmmmmmmmmm, 

Pasal ... 

(1) MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

mmmmmmmMmMmMmMMmmimm, 

Bagian Kecua 
Mmmmmmmm Mmmmmmm Mmmmmmmmm 

Pasal ... 

(1) MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM : 

a. MMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: 

db. MMMMMMMMMAMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMM: 

(2) MMMMMMMMMMMAMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

mmmMmmm: 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal... 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan hukum yang 

bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak 

berlaku.,



Pasal .... 

Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 

mengenai pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah: 

Pasal .. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 200 .. 

BUPATI BONE BOLANGO, 

NAMA JELAS 

Diundangkan di Suwawa 

pada tanggal 200.. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGSO, 

NAMA JELAS 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 200.. NOMOR SERI



CONTOH 2. BENTUK PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH 

. DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM 

Menimbang 

Mengingat 

  

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR TAHUN 

TENTANG 

(JUDUL/NOMENKLATUR MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL) 

» 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa .........: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango , 

Undang-Undang Nomor ...... Tahun ..... tentang... 

(eneng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...... 

Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 

Undang-undang Nomor ..... Tahun .... tentang Li... 

kenanaaananaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....Nomor ..., 

Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), 

Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ..... tentang |... 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nornor ..., Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..... ): 

Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ..... tentang, neineeraesianesasa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatiun .... Nomor ..., Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..... 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun ... 

tentang) sawer (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Tahun .... Nomor...... Seri......):



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMV MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMV (Mengulang Judul/Nomenklatur) 

BAB | 

MMMMMMMVMMMMMMMMMMMMMMMMM 

Pasal 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMAMMMMMMTMMAMTMMMMMMMIMMMMMMMM 

mmmmm 

Pasal 

(1) MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMM. 

(2) MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMAMMMMMMMM. 

BAB Ii 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMM 

Bagian Kesatu 

MMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMTMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

mmmMmMMMMMMMMMMMMMMMM 

Pasal... 

(1) MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMM 

mmmmmmmMmmMmMmmMmMmMmMmm. 

Pasal... 

(1) MMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MmmMmmMMMMMMMMMMMMMM.



Bagian Kedua 

MMMMMMMMMMMMMMMNMIMMMMMMAMMEMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMAMMM 

MmmmmmmmirammmramMMMAMMMMMMMMMMIMMMMMMMM 

mmmmmmimmmmmram. 

Pasal ... 

(1) MmmmmmMmmmmmmmmMmmmmmraMmMmMMMMMMMMMMMMMMMM 

mMmMmMmMMMMMMMMMMMMMM. 

(2) erosi Dst. 

BAB .. 

MMNMMMMMMMMMMMMMMMMM 

Pasal... 

(1) MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMN : 

a. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIM, 

(2) MMMMMMMEMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMM 

MMMMMMMMMNMMMMMIM : 

a. MMmmMMMMMMMMMMMMMMIMMMMEMMMMM 

bd. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEMMMMMMMMN 

MmMMMMMMMMM: 

1. MAMMMMMMMMAMMMMMMMMMKMMMMMMMMMMMM, 

2. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. 

BAB... 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

Pasal .. 

(1) MmmmmMmmMMMMMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MmmmMmMMMMMMMMMMMM.



BAB.... 

Penutup 

Pasal... 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 200 isi 

BUPATI BONE BOLANGO, 

NAMA JELAS 

Diundangkan di Suwawa 

pada tanggal 20 Disisi: 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

NAMA JELAS 

BERITA DAERAH KABUPATEN BON£ BOLANGO TAHUN 200.. NOMOR



CONTOH 3. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH 
DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM YANG 
DITANDATANGANI OLEH GUBENUR 

  

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR TAHUN 

TENTANG 

(JUDUL / NOMENKLATUR MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL) 

BUPATI BONE BOLANGO, 

Menimbang | a. bahwa........... : 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf  b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 

JewEsa manenanan (sesuai Judul), 

Mengingat “1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun sa Tentang sea 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor ...., Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ......... ): 

2. Undang-Undang Nomor ..... Tahun .... tentang... 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....Nomor ..., Tambahan 

Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor... ): 

3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ..... tentang ........ JW. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ..., Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..... ): 

4. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ..... TENANG) Les nee asn 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ..., Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....): 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun .... 

TONYANG! sensus ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Tahun ... Nomor...... Seri...... |



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Tembusan Yth : 

1. 

2i 

3. dst. 

4. Arsip. 

MEMYUTUSKAN : 

MMMMEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM (sesuai JUDUL/NOMENKLATUR). 

MMmMmMMMMAMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMIMMMMMMMMMMMM 

mMmMmMmMMMMMMMMMMMMMOMMMmMMmmMMAMmMm MMMMMMMMMMMMMM. 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMM. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 200 .. 

. BUPATI BONE BOLANGO, 

NAMA JELAS



CONTOH 4. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH 
DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM YANG 
DITANDA TANGANI OLEK WAKIL BUPATI 

  

Menimbang 

Mengingat 

  

BUPATI BONE BOLANGO 
  

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR TAHUN 

TENTANG 

(JUDUL / NOMENKLATUR MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL) 

v 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan ............ dengan Keputusan 

Bupati, 

Undang-Undang Noraor ...... Tahun ..... tentang Jok 

(Lembaran Negara Repub!'ik Indonesia Tahun ..... Nerner ...., Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Namor .........): 

Undang-Undang Nomor ..... Tahun .... tentang... 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....Nomor ..., Tambahan 

Lembaran Necara Republik Indonesia Nomor...): 

Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun ..... teritaNg Look 

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun .... Nomor ..., Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....): 

Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ..... TENTANG ........ Loka 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ..., Tambahan 

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor .....): 

Peraturan Daerah Kabuvaten Bone Bolango Nomor ... Tahun .... 

tentang ................ (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Tahun .... Nomor...... Seri ...... )



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Tembusan Yth : 

3. dts.. 

2 A rsip 

MEMUTUSKAN : 

MMmMmMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMm (sesuai JUDUL/NOMENKLATUR). 

MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

mmmmMmMMMMMAMAMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmM. 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIEMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MM. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 200... 

WAKIL BUPATI BONE BOLANGO, 

NAMA JELAS



.
.
 

CONTOH 5. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI DENGAN KOP NASKAH PERANGKAT 

  

  

Menimbang 

Mengingat 

DAERAH (LAMBANG DAERAH) 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Ulanta Huluduotamo-Suwawa Kabupaten Bone Bolango 

  Se Me ae Se 3 ea 

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR TAHUN... 

TENTANG 

(JUDUL / NOMENKLATUR MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL) 

BUPATI BONE BOLANGO, 

a. bahwa..........., 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango: 

Undang-Undang Nomor ..... Tehun ..... tentang ae was 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor ...., Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer ......... ), 

Undang-Undang Nomor ..... Tahun kawa tentang 

.... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor... ): 

Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ..... tentang Lio 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ..., Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....): 

Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ..... Tentang erna 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ..., Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....): 

Peraturari Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun .... 

tentang... ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Tahun .... Nomor...... Seri...... )



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Tembusan Yth : 

Ts 

2. 

3...dst 

4. Arsip 

MEMUTUSKAN : 

MMMMMMMMAMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMEMMMIMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMIMMMm (sesuai JUDUL/NOMENKLATUR). 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMM. 

MMmMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMIMMMMMM 

MMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 200... 

An. BUPATI BONE BOLANGO 

SEKRETARIS DAERAH 

NAMA JELAS 
Pangkat 
NIP


